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1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi lrian Jaya Tenqah,
Provinsi Irian- Jaya Barat, Kabupaten Panla,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan
Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
'ndonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tarnbahan
Lernbaran NegarB Republik Indonesia Nomor

Mengingat

Menimbang a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011i
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, maka di Provinsi Papua
Barat perlu menetapkan Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor (PKB) 'dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KE;3);

~. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada
huruf a, Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor di Provlnsi Papua Barat
Tahun 2011 per'lu dlatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Gubemur Papua Barat; .

TENTANG

PENGHITUNGAIN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BAUK NAMA

KENDARAAN BERMOTORTAHUN 2011
Of PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

. NOMOR 973/12N1/2011 TAHUN 2011

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT



3894) s\!lbagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentanq Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999
tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,
Provinsi Irian Jaya Barst, Kabupaten Pania,
Kabupaten Mimika. Kabupaten Puncak Jaya dan
Kota Sorong (Lembaran Negara ~epublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor
3960) sesuai Putusan Mahkamah Kenstitusi
Republik Indonesia Nomor 018/PUU ...1/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151); sebaqatrnana tatah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Unclang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Perubahan Undang·Undang
Nomor 21 Tahun 200,1 tentanq Otonomt Khusus
bagi Provinsi Papua menjadi Undang~Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomer 112, Tambahah Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nemer 4884);

3. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran NegarE:!Tahun
2004 Nemer 125. Tarnbahan l.embaran Neg;:lra
Nomor 4437), sebaqatmena telah diubah deng'an
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomer 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-undang Nornor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005
Nemor 108, Tambahan l,embaran Negare Nomor
4548);

4. Undang-undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang
Perimbanqan . Keuangan Antara Pernerintan
Pusat clan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun. 2004 Nomor 12e, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 443$);
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5. Undang-UndangNomor 22 Tahun ~OO9tentang
Lalu Untas dan Angkutan Jafan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5049);Tahun2009 Nomor 130,
TambahanLembaranNegaraRI Nomor5049);

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
tentang Kendaraan dan Pengemudi (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nornor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor3530);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar
PengenaanPajak Kendaraanaermotor dan Bea
BalikNama,KendaraanBermotor;

9. PeraturanDaerahProvinsiPapuaBarat Nomor4
Tanun 2009 tentang Organlsasi Tata Ke~a
Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat
(LembaranDaerah Provinsi Papua Barat Tahun
2009 Nomor34);
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Pasal 1
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur Papua Barat beserta perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan pri,",sip
otonomi seluas-Iuasnya dalam slstem dan prinsip NeQara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan disemua jenis [alan darat, dan
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatah lainnya
yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energl tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar. yang dalam operasinya
memggunakan roda dan motor dan tidak merekat seoara permanen
serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

5. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang
dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang OOl1gandipungut
bayaran dan memiHkiizin penyelenggaraan angkutan umum dan izin
trayek atau izin tidak dalam trayek.

6. Pajak Kendaraan 8ermotor, yang selaniutnya disingkat PKt3 adelah
pajak atas kepernilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya dislngkat
BBN:..K$adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor
sebagal akibat pe~anjian dua plhak atau perbuatan sepihak atau
keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hlbah, warisan
atau pemasukan ke dalam badan usaha

<,

KETENTUAN UMUM

BAS I

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENGHITUNGAN OASAR PENGENAAN PAJAK
KENOARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENOARAAN BERMOTOR TAHUN 2011 01 PROVINSI
PAPUA BARAT.
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MEMUTUSKAN:



Pa$al 3
Apabila pada saat pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
terdapat perbedaan antara nilai jual yang ditetapkan dalam lampiran
Peraturan Menteri tersebut, maka dibertakukan untuk penetapan besar
Sea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai ju~1 kendaraan
bermotor.

Pa$al 2
(1) Membertakukan secara mutatis mutandis Peratutan Menteri Dalam

Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang PenghitLlngan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bennotor dan Bea Balik Nama
KendaraanBermotor.

(2) Menugaskan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsl Papua Batat
untuk menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Sea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan
Menteri DalamNegeri Nomor 23 iahun 2011.

DASARPENGENAANPAJAK

BAS II

a. Kendaraan Bermotor Ubah Bantu!< adaJahkendaraa1 be(;1lotoryang
mengaJamiperubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.

9. Alat-alat Berat dan Alal-alat Besar yang bergerak adalah alat-alat
berat dan alat-alat besar yang dalam oprasinya menggunakan roda
dan motor dan tidak melekat secara permanen.

10.Nitai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB
adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraanbermotor.

11.Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya dislngkat HPU adalah harga
rata-ratayang diperoleh dan berbagai sumber data yangakurat.

12.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang
ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oteh pihak
berwenang.

13.Umur rangkalbody adalh umur kendaraan bermotor di air yang
dihitungdad tahun pembuatan rangkalbody.

14.Umur motor adalah umur motor kendaraan betmotor di air yang
dihitungdari tahun pembuatan.
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EMBARAN BERITA DAERAH PRQVlNSIPAPuA BARA'r TAHUN 2011 NOMOR 167

Untuk sallnan yang sah sesuai aslinya,
KEPALA U~OHUKUM,

Diundanqkan di Manokwan
Pada tanggal 4 Juni 2011

SEKRETARJS DAERAH PROVo
PAPUA BARAT,

CAPITTD

MARTH EN LUTER RUMADA$

Ditetapkan di ManokWan
Pad$ tanggal 3 Juni 2011

GUBERNUR PAPUA $ARAT,

CAPITTD

ABRAHAM O. ATURURI

Agar setiap orang mengetahulnya, rnemenntahkan penqundanqan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Bents Oaerah
Provinsi Papua Barat.

Pasal 6
Peraturan Gubemur ini rnulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal4
Dengan ber'lakunya Peraturan G.ubemur ini, maka segala ketentuan
yang mengatur tentang PenghittJngan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor (jan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor olcabut
dan dinya~kan tidak bertaku
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KETENTUAN PENUTUP


